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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

He whose present day is better than yesterday is succesful,  

he whose present day is like yesterday is loast.  

he whose present day is worse than yesterday  is cursed. 

(Al-Hadist) 

 

“I am slowly walker, but I am never come back” 
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ABSTRAKSI 
 

DEMOKRATISASI DI INDONESIA 
(Studi Komparasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid) 

 
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) banyak menyuarakan pentingnya 

demokrasi di Indonesia serta merekonstruksi pemahaman keagamaan yang dapat 
mendukung terciptanya demokrasi, dan pengembangan Islam yang ramah dengan 
budaya lokal. Gus Dur mencoba untuk menetralisir ketegangan hubungan Islam dan 
negara terkait dengan penolakan ormas-ormas Islam terhadap pancasila sebagai asas 
organisasinya. Gagasan ini berangkat dari komitmen Gus Dur yang tinggi terhadap 
nilai-nilai universal Islam, sebagai sesuatu yang olehnya dianggap mempunyai 
kekuatan yang massif untuk membangun basis-basis kehidupan politik yang adil, 
egaliter, dan demokratis. Sedangkan bagi Nurcholish Madjid (Cak Nur) Islam dan 
demokrasi bukan pilihan yang delematis dan berkonsekuensi pada pecahnya 
kepribadian, justru sebaliknya Islam dan demokrasi harus dikombinasikan, baik 
dalam pengertian prinsip maupun prosedur. Cak Nur mencoba mengawinkan antara 
demokrasi dan Islam yang menghasilkan demokrasi dengan paradigma Islam. Cak 
Nur berkeyakinan bahwa tanpa Islam, demokrasi akan kekurangan landasan, nafas, 
dan  roh, sebaliknya tanpa demokarasi, Islam akan  kesulitan mewujudkan tujuan  
dasarnya sebagai sarana bagai kebaikan untuk semua. 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan 
sejarah dan biografi. Data dikumpulkan dari bahan pustaka seperti buku, majalah, dan 
lain-lain. Data yang didapat kemudian diuji kredibilitasnya melalui kritik internal dan 
eksternal sehingga akan mendapatkan data yang kredibel dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Kemudian data-data yang telah diuji diinterpretasikan untuk 
menjadi karya sejarah. 

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Menurut Gus Dur demokrasi hanya 
bisa dibangun di atas landasan pendidikan yang kuat, dengan ditopang oleh tingkat 
kesejahteraan ekonomi yang memadai, sedangkan menurut menurut Cak Nur 
demokrasi harus dipandang sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan bukan 
tujuan itu sendiri. Mengenai hubungan demokrasi dan Islam Gus Dur berpendapat 
bahwa Islam dan pola implementasinya dalam konteks negara dan bangsa, sangat 
memperhatikan konteks politik dan sosiologis suatu bangsa dan masyarakat. Karena 
ia lebih menekankan substansi ajaran Islam daripada simbol-simbol formalnya. 
Adapun menurut Cak Nur Islam sendiri sebenarnya memiliki konsep tetang 
demokrasi, yaitu lewat ajaran yang dalam Islam disebut dengan syuro (musyawarah). 
Baik Gus Dur maupun Cak Nur sependapat bahwa demokrasi adalah pilihan yang 
tepat bagi bangsa Indonesia, dan keduanya juga berpendapat bahwa demokrasi tidak 
bertentangan dengan Islam.  
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BAB I 

Pendahuuan 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Subtansi demokrasi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk 

memilih pemimpin atau sistem politik formal secara bebas dan sekaligus untuk 

menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi. Penulis 

Mesir Fahmi Huwaydi yang tidak terlalu terikat dengan definisi-definisi akademis 

menulis tentang demokrasi, sebagai berikut: 
Subtansi demokrasi -keluar dari definisi-definisi dan istilah-istilah 
akademis- menghendaki masyarakat untuk memilih seseorang yang akan 
memerintah mereka serta mengatur urusan mereka, dan tidak 
menghendaki mereka memilih seorang penguasa atau sistem yang tidak 
mereka sukai. Selain itu, menurut demokrasi, mereka harus memiliki hak 
untuk meminta pertanggugjawaban kepada penguasa apabila ia 
melakukan kesalahan, dan menurunkannya apabila melakukan 
penyelewengan. Dan mereka tidak boleh diarahkan kepada paham-paham, 
metode-metode ekonomi, sosial, budaya, atau politik yang tidak mereka 
ketahui dan setujui1. 

Ahmad Syafii Maarif mempunyai pendapat lain, menurutnya bahwa 

demokrasi dalam praktik di mana pun di muka bumi selalu menuntut tiga atau 

empat syarat yang saling melengkapi, yaitu;  rasa tanggungjawab, lapang dada, 

rela menerima kekalahan secara sportif, dan tidak membiarkan kesadaran 

membeku. Demokratisasi memang melelahkan, tetapi gagasan kembali kepada 

sistem dinastik, otoritarian dalam berbagai format, hanya akan mempertinggi 

                                                 
1 Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah 

Refleksi Sejarah, Cet. 1, (Bandung: PT. Mizan, 2009), hlm. 148-149. 
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tempat jatuh. Oleh sebab itu pilihan pada demokrasi adalah pilihan yang tepat, 

sekalipun harus belajar dari berbagai kegagalan yang telah dilalui selama ini.2  

Indonesia sebagai bangsa termasuk yang beruntung karena sejak awal 

mayoritas rakyatnya telah memilih sistem demokrasi, dengan rakyat yang 

mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat 

didikan yang diberikan oleh para pemimpinnya. Kenyataan ini merupakan modal 

penting untuk dikembangkan lebih jauh secara bertanggung jawab, adapun 

buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan 

pemimpin itu sendiri dalam praktik politik, dalam sebuah fakta yang tidak boleh 

diabaikan. Upaya perbaikan sistem ini harus dilakukan secara terus-menerus 

tanpa merasa bosan, sekalipun hasilnya sering menyakitkan dan melelahkan, 

secara ringkas dapat digambarkan bahwa pasang-surutnya pelaksanaan demokrasi 

di Indonesia berkaitan erat dengan prilaku para elitnya, apakah mereka berhati 

lapang, atau malah berhati sempit dan tidak bertanggung jawab. 

Proklamasi bertaut rapat dengan ruh dan cita-cita demokrasi yang sehat, 

maka setiap kecenderungan otoritarian dalam politik pasti mengundang 

perlawanan, cepat atau lambat, keras atau lunak, tergantung situasi yang 

melatarinya. Betapun demokrasi belum berbuat banyak untuk kepentingan 

kesejahteraan rakyat secara umum, jangan sampai muncul nafsu untuk 

                                                 
2   Ibid, hlm. 142. 
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membunuhnya, lalu mendesak agar kembali kepada lawannya berupa sistem 

otoritarian.  

Demokratisasi di Indonesia telah menjadi salah satu topik penting dalam 

sejarah, para pendiri republik seperti Soekarno dan Hatta telah merumuskan 

berbagai model demokrasi yang diperuntukkan bagi praktik politik di Indenesia. 

Soekarno dengan falsafah sinkretismenya dan Hatta dengan kekagumannya pada 

sosial-demokrasi. 

Deretan eksprimen untuk melaksanakan pikiran-pikiran kenegaraan para 

founding father merupakan proses demokratisasi3, di antaranya penerapan model-

model demokrasi sebagai berikut; Model demokrasi pertama, yaitu demokrasi 

parlementer yang berlangsung antara 1950-1959 adalah bentuk demokrasi 

cangkokan yang bersal dari negara asing, dalam wajah demokrasi ini semangat 

perpecahan yang didorong oleh ketatnya subjektivitas kelompok.  

Model demokrasi yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin yang 

berlangsung antara 1959-1965, demokrasi ini bersifat monolitis kekuasaan yang 

bersumber pada figur pesona kharismatik (Soekarno) model demokrasi ini adalah 

bentuk reaksi terhadap model demokrasi yang pertama. Model demokrasi ketiga 

yaitu demokrasi pancasila pada masa orde baru, pada masa ini demokrasi yang 

diproduksi lebih bersifat government centered (terpusat pada pemerintahan) yang 

                                                 
3   Nurcholish Madjid, Indonesia kita, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 89 
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tidak terkonsepkan sebagai suatu hubungan kekuasaan yang people centered 

(terpusat pada rakyat). 

Model-model demokrasi di atas, dimaksudkan untuk membawa konsep 

demokrasi lebih dekat kepada kultur masyarakat tertentu dan sebagian lagi 

dimaksudkan untuk menjustifikasi sistem politik yang diajukan oleh pemerintah. 

Pada sisi lain menunjukkan bahwa konsep demokrasi sebagai ide universal 

diterjemahkan oleh masing-masing negara yang sepakat dengan demokrasi sesuai 

dengan kebutuhan budaya politik lokal, sebab demokrasi tumbuh sejalan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat 

kompleksitas kehidupan masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana 

pula demokrasi didefinisikan.4 

Kehidupan politik demokratis di Indonesia berlangsung tidak terlalu lama, 

hanya berlangsung antara tahun 1950-1959. lemahnya persyaratan sosial-ekonomi 

dan infrastruktur ikut mempengaruhi pendeknya usia demokrasi. Demikian pula 

tipologi elite politik nasional yang ada belum tertransformasikan dari -disunified 

ke consensually unified elite-  suatu kondisi yang menyulitkan tercapainya 

kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan di antara mereka. Masa setelah 

dekrik Presiden Soekarno (1959) untuk kembali kepada UUD 1945, dengan 

demikian konstituante menjadi tidak diperlukan lagi dan tidak pernah ditandai 

dengan adanya kehidupan politik yang demokratis. Pemerintah Presiden 

                                                 
4  Eep Saifullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1994), hlm. 5. 
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Soekarno dan Presiden Soeharto pada dasarnya bersifat tidak kompetitif 

(otoriter). Yang membendakan keduanya adalah pembangunan ekonomi dengan 

seluruh implikasi sosial-politiknya yang berjalan relatif lebih cepat pada masa 

Soeharto.5 

Hatta mempunyai keyakinan yang kuat bahwa demokrasi tidak mungkin 

tersungkur selama-lamanya di Indonesia, kenyakinan tersebut harus  dipegang 

sebagai  sebuah kebenaran politik.6 Keyakinan tentang “Lenyap demokrasi berarti 

lenyapnya Indonesia merdeka” adalah warisan Hatta yang sangat mahal harganya 

bagi generasi yang datang belakangan untuk senantiasa dipegang dan renungkan. 

Ringkasnya adalah bahwa Indonesia ke-depan harus menyatakan secara sadar 

bahawa sistem demokrasi adalah pilihan satu-satunya, orang tidak boleh 

berpaling lagi kepada sistem yang lain. Formula singkatnya adalah Sayonara 

semua sistem politik yang memasung kebebasan warga, hanya dalam iklim 

kebebasan kita dapat menjadi manusia penuh. 

Secara prosedural Indonesia sudah bertransisi dari rezim otoritarianisme 

menuju demokrasi meskipun belum terkonsolidasi secara stabil, pemilu tahun 

1999 dan 2004 menjadi prasyarat awal gelombang demokratisasi di Indonesia. 

                                                 
5  Bahtiar Effendy,  “Demokrasi dalam Agama; Eksistensi Agama dalam Politik Islam” dalam  

Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed), Isalam Negara dan Civil Society Gerakan dan 
Pemikiran Islam Kontemporer, Cet 1 (Jakarta : Paramadina, 2005), hlm. 167. 

6   Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai, hlm. 162-163. 
Ungkapan klasik Hata yang penuh tenaga tentang demokrasi ; “Pengakuan di muka Tuhan akan 
berpegang pada Pancasila itu mudah diabaikan. Dan di situ pulalah terletak jaminan bahwa demokrasi 
tidak akan lenyap di Indonesia.” 
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Indonesia juga mulai bergerak untuk memenuhi sebagian dari delapan syarat 

institusional yang diperlukan bagi demokrasi, seperti dituangkan Robert Dahl, 

ahli kawakan demokrasi dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, Polyarchy, 

yakni; (1) kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, (2) kebebasan 

berekspresi, (3) hak memberikan suara, (4) eligibilitas untuk menduduki jabatan 

publik, (5) hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut 

dukungan dan suara, (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif,  (7) 

pemilu yang bebas dan adil, dan (8) institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan 

pemerintah bergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan 

(politik) lainnya. 

Dalam konteks Indonesia, pemilu 2004 secara langsung, bebas dan adil, 

menjadi model dan laboratorium baru bagi berseminya gelombang reformasi dan 

demokratisasi di Indonesia. Dari sudut pemerintahan, terpilihnya presiden dan 

wakil presiden secara langsung oleh rakyat menandai babak baru demokratisasi, 

pemilihan presiden dan wakilnya untuk pertama kainya dalam sejarah politik 

Indoneia tersebut berjalan relatif damai dan demokratis.7 

Wacana demokrasi merupakan wacana yang marak dibicarakan dan dikaji 

dari berbagai sisi mulai ekonomi, politik, kebudayaan, agama dan sebagainya. 

Perkembangan ini bukan saja menggembirakan, tetapi juga membutuhkan tingkat 

                                                 
7 Sukidi Mulyadi, “Defisit Demokrasi di Dunia Islam” dalam  Komaruddin Hidayat dan 

Ahmad Gaus Af (ed), Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, Cet 
1 (Jakarta : Paramadina, 2005), hlm. 237-238. 
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pemahaman, kesadaran, dan proyeksi jelas dengan agenda demokrasi. Dalam 

beberapa segi, pengertian demokrasi tidak pernah bisa “diseragamkan” dan 

memang harus demikian. Artikulasi-artikulasi demokrasi dari politisi, akademisi 

dan masyarakat awam, menjadi  nilai positif dalam khazanah perbendaharaan 

pengertian demokrasi. Namun parsialisasi ini juga cukup mengkhawatirkan bila 

pada akhirnya justru menguburkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari 

demokrasi. 

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, 

dengan beberapa alasan; Pertama, Islam adalah agama hukum, sehingga semua 

orang diperlakukan sama. Kedua, Islam memiliki asas musyawarah (syura), untuk 

menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, syura 

merupakan cara yang efektif. Ketiga Islam selalu berpandangan  untuk 

memperbaiki kehidupan (masalih umat). Keempat, demokrasi juga 

mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.8 Akan tetapi, Abdurrahman Wahid 

menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif 

satu-satunya pilihan sebagai upaya demokratisasi. Abdurrahman Wahid 

mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternatif justru 

akan kehilangan relevansinya, menurutnya demokratisasi harus dimulai dari 

pemberdayaan politik rakyat.9 Dalam proses ini semua masyarakat harus 

                                                 
8  Ma’mun Murod Al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais, 

(Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 184 
9 Al-Zastrow Ng, Gus Dur, Siapa Sih Sampean?; Tafsir Teoritis Atas Tindakan dan 

Pernyataan Gus Dur, (Jakarta; Erlangga, 1999) hlm.252. 
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dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun dan yang terpenting masyarakat 

harus memulai untuk berdemokrasi, dan itulah hakekat demokratisasi. 

Nurcholish Madjid memiliki pandangan dan pemahaman yang hampir 

sama dengan Abdurrahman Wahid, yaitu tentang bagaimana peran agama yang 

tidak boleh berjalan sendiri dalam demokratisasi, karena agama tidak akan 

terlepas dari aturan-aturan formal sebuah negara, bagitu pula sebaliknya negara 

tidak bisa berjalan tanpa agama (masyarakat adalah pengikut sebuah agama). 

Untuk lebih jauhnya pandangan Nurcholish Madjid tentang demokrasi dapat 

dipahami dari tulisannya tentang paham kemajemukan sebagai berikut: 
Demokrasi menuntut adanya pandangan pribadi, lebih-lebih pada setiap 
pribadi para pemimpin, suatu pandangan yang selaras dengan keharusan 
berendah hati sehingga mampu melihat diri sendiri berkemungkinan 
salah, dan orang lain yang berbeda dengan dirinya berkemungkinan 
benar. Demokrasi tidak mungkin disertai dengan absolutisme dan sikap-
sikap mau benar sendiri lainnya. Demokrasi mengharuskan adanya sikap 
saling percaya (mutual trust) dan saling menghargai antara sesama warga 
masyarakat. Di bawah pertimbangan tujuan yang lebih besar, yaitu 
kemaslahatan umum, demokrasi tidak membenarkan adanya sikap all or 
nothing (semua atau tidak) take it or leave it (ambil, atau tinggalkan) 
yaitu sikap-sikap serba kemutlak-mutlakan. Sebaliknya, seperti dalam 
kaedah Fiqih Islam (ushul-fiqh), yang berlaku ialah “yang tidak semua 
didapat tidak semua harus ditinggalkan10. 

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa demokrasi adalah kebebasan yang 

dimiliki oleh setiap individu dan tidak hanya paksaan dalam melakukan segala 

sesuatu yang juga disertai sikap tanggungjawab. Pandangan Nurcholish Madjid 

dalam diskursus demokrasi ke-Indonesiaan sangat terasa pengaruhnya, khususnya 

sejak awal tahun 1970-an tentang gagasan sekularisasi dan “Islam, Yes; Partai 

                                                 
10   Nurcholish Madjid, Indonesia kita, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 89 
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Islam No” dengan adanya pengistilahan tersebut banyak tokoh yang tidak sepakat 

karena hal tersebut dianggap sebagai pengukuhan Orde Baru sebagai Status 

Quo.11 

Munurut Nurcholish Madjid, demokrasi memerlukan adanya kesediaan 

setiap pesertanya untuk menerima kenyataan bahwa keinginan seseorang tidak 

mungkin seluruhnya diterima oleh semua orang dan dilaksanakan, melainkan 

sebagian saja.12  Selain itu juga dia meletakkan demokrasi sebagai “catch word” 

dalam suatu program politik yang akan memberi inspirasi kepada dan 

mengingatkan untuk selalu berusaha mencapai sesuatu yang lebih baik dari 

keadaan sekarang  

Perdebatan mengenai demokratisasi di Indonesia sangat menarik untuk 

dikaji, karenanya penyusun merasa terpanggil untuk mengkaji topik tersebut 

dengan coba mengetengahkan persamaan maupun perbedaan pemikiran 

Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid kaitannya dengan proses 

demokratisasi di Indonesia, hubungan demokrasi dan Islam, hubungan demokrasi 

dan hak asasi manusia, dan demokrasi dan supremasi hukum. 

 

 

 

                                                 
11 Masykuri Abdullah, Demokarasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim 

Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. VII. 
12  Nurcholish Madjid, Indenesia Kita, hlm. 98-99 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini nantinya adalah tentang dasar-dasar yang memunculkan 

pikiran-pikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang 

demokratisasi di Indonesia yang meliputi; latar belakang pendidikan, baik formal 

dan lingkungan keluarga, pandangan kedua tokoh tersebut di atas tentang 

demokratisasi di Indonesia, hubungan demokrasi dan Islam di Indonesia, 

demokrasi dan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Untuk 

memudahkan dalam menguraikan pembahasan, penelitian ini akan menjawab 

pertanyaan di bawah ini; 

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish 

Madjid tentang demokratisasi di Indonesia? 

2. Bagaimana konsep Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang 

hubungan demokrasi dan Islam, demokrasi dan hak asasi manusia, serta 

demokrasi dan supremasi hukum? 

3. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Abdurrahman Wahid dan 

Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan mengajukan beberapa rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk; 
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1. Mengetahui latar belakang pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish 

Madjid tentang demokratisasi di Indonesia. 

2. Mengetahui bagaimana konsep Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid 

tentang hubungan demokrasi dan Islam, demokrasi dan hak asasi manusia, 

dan demokrasi supremasi hukum. 

3. Mengetahui Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Abdurrahman Wahid 

dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia. 

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah khasanah 

studi sejarah terkait dengan demokratisasi di Indonesia dan penulisan ini 

diharapkan bisa menambah informasi bahwa dalam ajaran Islam juga terdapat 

nilai-nilai demokrasi, sehingga tidak identik dengan produk pemikiran Barat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Pembahasan mengenai demokratisasi di Indonesia telah banyak dilakukan 

sebelumnya oleh banyak pemikir muslim kontemporer, di antaranya Ahmad 

Syafii Maarif adalah bukunya Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai 

Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah. Dalam buku tersebut 

Ahmad Syafii Maarif banyak mengulas tentang proses demokratisasi itu sendiri di 

Indonesia dan pentingnya demokrasi untuk dipertahankan sebagai satu-satunya 

sistem pemerintahan, sebab demokrasi merupakan sistem yang sangat sesuai 

dengan kultur masyarat Indonesia dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 
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Selain Ahmad Syafii Maarif tokoh lain yang juga mengulas tentang 

demokratisasi di Indonesia adalah Bahtiar Effendi dalam tulisannya “Demokrasi  

dan Agama; Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia”  dalam Komarudin 

Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed) Islam Negara dan Civil Society Gerakan 

Pemikiran Islam Kontemporer. Dalam karyanya tersebut Bahtiar Effendy 

mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia dengan mengkaitkan pada agama 

(Islam)  

Adapun pemikiran tentang demokratisasi di Indonesia yang dikemukakan 

oleh Nurcholish Madjid maupun Abdurrahman Wahid juga telah banyak ditulis 

oleh banyak peneliti baik dalam bentuk artikel, makalah, maupun tesis di 

antaranya; Muhammad Hari Zumahar dengan bukunya Agama dan Negara; 

Analisis Kritis Pemikiran Poitik Nurcholish Madjid, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang biografi Nurcholish 

Madjid  dan mendeskripsikan persepsi keagamaan Nurcholish Madjid yang 

menjadi landasan dalam merespon dinamika politik yang berkembang termasuk 

demokrasi yang ada di Indonesia meskipun masih bersifat umum. 

Siti Nadroh dalam tesisnya di Pasca Sarjananya di IAIN (sekarang UIN) 

Jakarta yang berjudul Wacana Politik dan Keagamaan Nurcholish Madjid 

(Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1991). Tesis tersebut mendeskripsikan 

persepsi keagamaan Nurcholish Madjid  yang menjadi landasan dalam merespon 

dinamika politik yang berkembang. Literatur lain adalah berupa buku yang 
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berjudul; Teologi Inklusif Cak Nur yang dibukukan oleh Sukidi, buku tersebut 

merupakan kumpulan artikel-artikel yang pernah dimuat dalam harian Kompas 

dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2001 dengan pengantar 

Nurcholish Madjid sendiri. Dalam buku tersebut Sukidi menuliskan bahwa 

Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh yang memunculkan pemikiran tentang 

teologi inklusif Islam di Indonesia, dalam buku tersebut Sukidi juga mengajak 

untuk lebih jauh menelusuri tentang teologi pluralis sebagai dasar terbentuknya 

sebuah demokrasi yang juga pernah dilontarkan oleh Nurcholish Madjid. Dalam 

buku tersebut lebih cenderung membahas tentang sistem keberagaman yang ada 

di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Madjid, dan tidak ada bab khusus yang 

membahas mengenai demokrasi. 

Adapun karya ilmiah yang pernah mengkaji pemikiran Abdurrahman 

Wahid tentang demokrasi, yaitu karya Greg Barton yang diterjemahkan oleh 

Nanang Tahqiq “Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo 

Modernisme Nurcholish Madjid , Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan 

Abdurrahman Wahid”. Dalam buku tersebut Greg Barton banyak mengulas 

pemikiran Abdurrahman Wahid dengan banyak tema yang berbeda-beda, seperti; 

latar belakang dan perjalan hidup Abdurrahman Wahid, kecintaannya terhadap 

dunia pesantren, dan optimisme Abdurrahman Wahid terhadap kekuatan Islam 

tradisional, namun  hanya sedikit sekali mengkaji mengenai pandangan 

Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi. 
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Dari uraian beberapa literatur di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

pembahasan mengenai Demokratisasi di Indonesia yang mengkomparasikan 

pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

 

E. Landasan Teori 

Hal yang sangat penting dalam mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid 

maupun Abdurrahman Wahid adalah; tidak akan lepas dari eksistensi ke-duanya 

sebagai seorang manusia yang memiliki gagasan-gagasan dan cita-cita sebagai 

respon terhadap situasi yang sedang berlangsung. Untuk itulah dalam penulisan 

skripsi ini mengunakan stimulator teori Ilmu Pengetahuan Islam dari Dr. 

Kuntowijoyo. Dalam hal ini menjelaskan bahwa konsep-konsep Islam sebenarnya 

perlu dipahami lebih mendalam13. Konsep ini dalam pemahaman Kuntowijiyo 

salah satunya tentang konsep syura yang perlu dipandang sebagai sebuah konsep 

perlu dikaji lebih jauh dan tidak dipandang sebagai konsep yang satu arah (Islam) 

akan tetapi juga dari konsep Barat (demokrasi). 

Karl Mannheim dalam bukunya yang berjudul; Teori Ideologi dan 

Utopia, mengartikan ideologi sebagai ramalan tentang masa depan yang 

didasarkan sistem yang sekarang sedang berlaku, sedangkan Utopia berarti 

ramalan tentang masa depan yang didasarkan pada sistem lain, yang pada saat ini 

                                                 
13 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1994), hlm.7. 
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sedang tidak berlangsung.14 Dengan melihat Nurcholish Madjid maupun 

Abdurrahman Wahid sebagai intelektual muslim yang pernah hidup pada tiga 

masa yang berbeda yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi 

dan dengan sistem yang berbeda-beda setiap masanya, telah memunculkan 

konsep-konsep tentang Islam dan demokrasi diterapkan dalam sebuah sistem 

yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang berlangsung, dengan melihat 

sistem-sistem yang sedang tidak berlangsung pada saat itu, namun pernah 

berlangsung pada masa lalu. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

biografik intelektual sebagaimana yang diungkapkan oleh Sidi Gazalba. 

Pendekatan biografik adalah suatu pendekatan yang mengarah pada usaha untuk 

mengungkapkan kenyataan-kenyataan hidup dari subyek yang sedang diselidiki, 

pengaruh yang diterima subyek itu dalam masa kehidupannya, sifat, dan watak 

subyek terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan.15 Pendekatan intelektual 

digunakan untuk mengungkap latar belakang Nurcholish Madjid dan 

Abdurrahman Wahid dengan pemikirannya tentang demokrasi. 

 

 

 

                                                 
14 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik,  

(Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. xix. 
15  Sidi Gazalba, Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu, (Jakarta: Bhatara, 1996), hlm. 177. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah (historical method) yaitu 

proses menguji, menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa 

lampau, dokumen-dokumen,16 kemudian direkonstruksikan dalam bentuk 

historiografi. Metode historis ini bertujuan untuk merekonstruksi kejadian masa 

lampau secara sistematis dan objektif. Adapun tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan sumber data yang 

berkaitan dengan topik, baik sumber primer maupun sekunder. Dari semua 

sumber tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu; karya yang ditulis oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman 

Wahid sendiri, dan karya-karya yang ditulis oleh orang lain yang menulis 

tentang pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, baik karya-

baik berupa, buku, artikel, makalah maupun yang terdapat di situs internet. 

2. Verifikasi 

Verifikasi atau yang biasa disebut dengan kritik sumber. Dalam hal 

ini yang juga harus diuji adalah tentang keabsahan tentang keaslian sumber 

(otensitas) yang dilakukan melalui kritik ektern; dan keabsahan tentang 

                                                 
16 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1985), 

hlm.32 
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kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.17 Kritik 

intern dilakukan untuk meneliti kebenaran (kredibilitas) isi (data) sumber 

itu,18 dan menguji apakah informasi yang didapatkan baik dari buku, internet, 

majalah, jurnal maupun data lain tentang Nurcholish Madjid dapat dipercaya 

atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan 

yang lainnya lalu dilakukan cross-check ulang terhadap data tersebut. Dalam 

kritik intern akan lebih menekankan pada sumber yang didapat dari internet, 

karena tidak menutup kemungkinan sumber dari internet dapat berubah-ubah. 

Kritik ekstern adalah untuk menguji asli atau tidaknya sumber atau data yang 

keotentikannya dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga 

akan didapatkan sumber atau data yang objektif. Dalam kritik ekstern ini 

penulis menguji dengan melihat latar belakang dari penulis. 

3. Interpretasi 

Interpretasi juga biasa disebut sebagai penafsiran, pengolahan, atau 

analisi sumber, yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi sumber agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, 

dan ilmiah, sehingga penulisan benar-benar sesuai dengan tujuan.19 Tahap ini 

juga terkait dengan proses penelitian serta pembahasan, yaitu menganalisa 

segala peristiwa yang sesuai dengan pokok permasalahan dan kemudian 
                                                 

17 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, Cet.II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1999), hlm. 58-59. 

18 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Transinto, 1980), hlm.135 
19 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3S, 1998), hlm. 19 
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menyimpulkan terhadap fakta-fakta yang didapatkan, sehingga memperoleh 

penjelasan tentang masalah demokratisasi di Indonesia menurut Nurcholish 

Madjid dan Abdurrahman Wahid. 

4. Historiografi 

Dalam proses penulisan penelitian dilakukan berdasarakan sistematika 

yang telah dibuat oleh penulis, setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi 

kronologis dan analisis dari suatu peristiwa. Tahapan ini merupakan tahapan 

akhir dari beberapa tahapan dalam metode sejarah, yaitu proses yang 

imajinatif tentang masa lampau berdasarkan sumber yang diperoleh.20 

Historiografi ini akan diuraikan dalam sistematika pembahasan sebagai 

berikut. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperjelas isi yang terkandung dalam skripsi ini nantinya, maka 

penyusun mambuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi; latar belakang 

masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, difokuskan pada pembahasan seputar latar belakang 

pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tengang demokratisasi di 

                                                 
20 Ibid., hlm. 32 
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Indonesia, yang meliputi; latar belakang keluarga, riwayat pendidikan baik formal 

maupun non-formal, dan pengalaman dan karya-karya ilmiah dari kedua tokoh 

tersebut di atas. Bab ini dimaksudkan sebagai dasar analisis untuk menyingkap 

latar belakang Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid yang memunculkan 

gagasan demokratisasi di Indonesia. 

Bab Ketiga, pada bab ini akan dijelaskan tentang konsep-konsep dasar 

pandangan Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di 

Indonesia, kaitannya dengan hubungan demokrasi dan Islam, demokrasi dan 

demokrasi dan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hokum. Pada bab ini 

pembahasan mengenai demokratisasi di Indonesia masih bersifat umum. 

Bab Keempat, bab ini merupakan bab inti yang akan membahas tentang 

pandangan kritis tentang proses demokratisasi di Indonesia pada masa Orde 

Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Bab ini  juga akan akan menjelaskan 

mengenai perbedaan maupun persamaan pemikiran Abdurrahman Wahid dan 

Nurcholish Madjid tentang demokratisasi di Indonesia, Hubungan Demokrasi dan 

Islam, demokrasi dan hak asasi manusia, dan demokrasi dan supremasi hukum. 

Bab Kelima, adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

Sebagai bab penutup dari penyusunan skripsi ini yang merupakan intisari dari 

analisa dan uraian sebelumnya yang akan dikemas dalam bentuk kesimpulan, 

pada bab ini pula penyusun juga akan memasukkan saran-saran konstruktif. 



74 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada pemabahasan sebelumnya maka dapt 

disimpulkan bahwa: 

1. Menurut Abdurrahman Wahid demokrasi hanya bisa dibangun di atas 

landasan pendidikan yang kuat, dengan ditopang oleh tingkat kesejahteraan 

ekonomi yang memadai, Abdurrahman Wahid menggunakan pendekatan 

cultural politics dalam meretas jalan demokrasi. Sedangkan menurut Menurut 

Nurcholish Madjid demokrasi harus dipandang sebagai suatu cara untuk 

mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Demokrasi adalah pro ke-arah 

yang lebih maju dan baik, demokrasi identik dengan demokratisasi yang 

penting adalah dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus-

menerus, secara dinamis dalam perkembangan dan pertumbuhan ke-arah yang 

lebih baik 

2. Mengenai hubungan demokrasi dan Islam, Abdurrahman Wahid berpendapat 

bahwa Islam dan pola implementasinya dalam konteks negara dan bangsa, 

sangat memperhatikan konteks politik dan sosiologis suatu bangsa dan 

masyarakat. karena ia lebih menekankan substansi ajaran Islam daripada 

simbol-simbol formalnya. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, Islam 

sendiri sebenarnya memiliki konsep tetang demokrasi, yaitu lewat ajaran yang 

dalam Islam disebut dengan syuro (musyawarah). 



 75

Mengenai hubugan demokrasi dan Hak Asasi Manusia Abdurrahman 

Wahid berpendapat bahwa, dengan kebebasan penuh manusia akan menjadi 

kreatif dan produktif dan mampu menjalankan kekhalifahan, tetapi bukan 

berarti kebebasan itu tanpa batas, namun harus sesuai dengan koridor 

konstitusi, oleh karena itu demokrasi menjadi suatu keharusan, dengan 

demokrasi memungkinkan terbentuknya pola interaksi dan relasi politik yang 

ideal. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, asumsi persamaan mutlak 

terdiri dari dua kalimat yang merupakan dalil yang tidak begitu sama, 

pertama, menyatakan bahwa semua individu mempunyai kesempatan yang 

sama, kedua, bahwa kesempatan itu tidak dimiliki oleh semua orang, hanya 

mereka yang memiliki kualitas tertentu. 

Mengenain hungan demokrasi dan Supremasi Hukum Abdurrahman 

Wahid berpendapat, bahwa untuk terwujudnya proses demokratisasi yang 

memungkinkan tegaknya hak asasi manusia dan pluralisme diperlukan suatu 

negara hukum yang menegakkan supremasi hukum dan dipenuhinya 

persyaratam “The Rule of Law” sedangkan supremasi hukum bisa berdiri jika 

peraturan perundang-undangan dapat berfungsi efektif. Nurcholish Madjid 

bependapat, bahwa mekanisme perimbangan kekuasaan menjadi dasar semua 

tatanan keadilan, yang jika manusia ikut-serta dalam menegakkannya, maka 

akan menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan bangsanya 

sendiri 
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3. Baik Abdurrahman Wahid ataupun Nurcholish Madjid sependapat bahwa 

demokrasi adalah pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia, dan keduanya 

juga berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. 

Selanjutnya mengenai hubugan demokrasi dan supremasi hukum kedua tokoh 

tersebut di atas sepakat bahwa, supremasi hukum mutlak diperlukan dalam 

suatu negara. 

Letak perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu pada 

pandangan tentang demokrasi itu sendiri. Bagi Abdurrahman Wahid, 

demokrasi hanya bisa dibangun di atas landasan pendidikan yang kuat, 

dengan ditopang oleh tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai. Adapun 

munurut Nurcholish Madjid, demokrasi identik dengan demokratisasi, yang 

penting adalah dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus-

menerus, secara dinamis dalam perkembangan dan pertumbuhan ke-arah yang 

lebih baik. 

Perbedaan lain dari pemikiran kedua tokoh tersebut di atas adalah pada 

penekanan supremasi hukum. Bagi Abdurrahman Wahid supremasi hukum 

sangat diperlukan, dan supremasi hukum bisa berdiri jika peraturan 

perundang-undangan dapat berfungsi efektif. Adapun menurut Nurcholish 

Madjid hubungan antara supremasi hukum dan demokrasi adalah semacam 

“kontrak sosial” antara seluruh elemen masyarakat yang mengikat dan harus 

dipatuhi bersama. 
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B. Saran-saran 

1. Dalam rangka menjembatani, banyaknya kepentingan dan kemajemukan 

warga negara Indonesia, maka demokrasi adalah suatu sistem yang tepat bagi 

suatu negara yang memiliki penduduk dengan multi ras, etnik, golongan, 

agama dan lain sebagainya. 

2. Demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam sendiri pada 

masa kepemimpinan Rasulullah SAW telah menerapkan demokrasi dalam 

kepemimpinannya di Madinah 

3. Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat kekurang karena keterbatasan 

kami, karenanya guna penyempurnaan skripsi ini, kritik maupun saran yang 

sifatnya konstruktif sangat kami harapkan. 
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